SALINAN ]

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 900.1/57 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 900.1/1197
TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah secara tertib dan bertanggung jawab serta bermanfaat
untuk masyarakat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025,
telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor
900.1/1197 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari beberapa Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang perihal usulan perubahan Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Sub Kegiatan dan Pagu, maka Keputusan Wali Kota
Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang
Nomor 900.1/1197 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repblik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Repblik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
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Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah
Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 112);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
158);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023
Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023
Nomor 82);

22. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024
Nomor 63);

23. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 910/77 Tahun 2022

tentang Penetapan Kriteria Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran
Berdasarkan Pertimbangan Besaran Anggaran Sub Kegiatan
Dan Kriteria Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

24. Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan atas

Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900.1/1197 Tahun 2024
Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

: Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 900.1/1197

Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

: Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

: Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana

dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor
900.1/1197 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.



KEEMPAT  : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

Ketua DPRD Kota Semarang;

Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang;

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu vang bersangkutan.
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
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DAFTAR PERUBAHAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 900.1/57 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 900.1/1197 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

BENDAHARA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KODEKREEéii,l:xG SUB SUB KEGIATAN PAGU KODEKRElinigil;G SUB SUB KEGIATAN PAGU
No PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBANTU
SEBELUM SESUDAH PEMBANTU SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH
1 2 3 5 6 7 5 6 7
7 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG
7.1 %ﬁﬂ?EN STEVANUS DACOSTA, - - NADIA NURWIDANDI, A.Md.A.B - 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Rp 46.755.690 - - -
NIP. 19730613 199311 1 001 NIP. 19990913 202203 2 011 1.05.02.2.01.0017 |Lenyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Rp 8.133.827
Peraturan kepala Daerah
PIt. _Kepa_la Satuan Polisi Pamong Pengelola Sarana dan Prasarana 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 53.328.800
Praia Kota Semarang
1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 4.849.020
1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 5.240.840
1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 4.849.020
1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 5.240.840
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 48.039.760
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 7.120.420
1.05.01.2.01.0008 Penvelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Rp 50.000.000
1.05.01.2.02.0002 Penvediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp 241.076.815
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.512.400
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Rp 9.071.360
1.05.01.2.02.0008 Penvusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 1.312.400
1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 12.000.000
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannvya Rp 442.304.420
1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 285.067.192
1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 6.533.800
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 10.819.572
1.05.01.2.06.0003 Penvediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 34.557.540
1.05.01.2.06.0004 Penvediaan Bahan Logistik Kantor Rp 21.898.550
1.05.01.2.06.0005 Penvediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 31.682.820
1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 71.072.000
1.05.01.2.06.0009 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 244.819.445
1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp 187.380.668
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 414.826.004
1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 109.706.074
1.05.01.2.08.0002 Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik Rp 235.141.080
1.05.01.2.08.0004 Penvyediaan Jasa Pelavanan Umum Kantor Rp 360.000.000
1.05.01.2.09.0001 Pe'nyedlaan Jasa Perneh}?a_raan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Rp 39.603.603
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.05.01.2.09.0002 Penyed}aan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 1.061.558.530
Operasional atau Lapangan
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 95.201.049
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 201.139.350
1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 60.848.785
12 (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
12.1 ;;JI\‘II\ON?gRl\?i(:sEDY - - HANY MADJID, S.Sos - 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 53.235.200 - - -
NIP. 19711020 200212 1 006 NIP. 197502191994022001 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 3.289.000
Sekretaris Penata Laporan Keuangan 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.744.000
2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.530.000
2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 2.080.000
2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 4.271.200
2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kineria Perangkat Daerah Rp 2.586.000
2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Rp 50.000.000
2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaii dan Tuniangan ASN Rp 12.386.804.720
2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp 290.984.000
2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.348.800
2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 1.500.000
2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Rp 2.023.200
2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 899.200
2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 178.752.760
2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 173.500.000
2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 6.999.950
2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 212.673.880
2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 37.621.250
2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 64.789.880
2.08.01.2.06.0005 |Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 26.729.926
2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 71.380.500
2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 530.882.704
2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp 338.723.370
2.08.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Rp 79.775.940
2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 97.663.384
2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnva Rp 14.635.700
2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 321.915.600
2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 791.042.280
2.08.01.2.09.0001 P?nyedlaan Jasa Pemehl?araan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Rp 43.959.999
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.08.01.2.09.0002 Penyed}aan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 474.399.969
Operasional atau Lapangan
2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 59.243.241
2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 241.831.000
2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 47.005.413
2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Rp 633.611.720
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Rp 202.186.050
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Rp 149.313.950

Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota




BENDAHARA

KODE REKENING SUB

KODE REKENING SUB

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SUB KEGIATAN PAGU SUB KEGIATAN PAGU
no PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBANTU KEGIATAN KEGIATAN
SEBELUM SESUDAH PEMBANTU SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7
19 |DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor cabang, Cabang Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor cabang, Cabang
19.2 - - - - - 2.17.02.2.01.0001 Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah| Rp 75.000.000 2.17.02.2.01.0001 Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah| Rp 75.000.000
keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor cabang, Cabang Pembantu dan
2.17.02.2.02.0001 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam| Rp 75.000.000 2.17.02.2.02.0001 Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam| Rp 75.000.000
daerah kabupaten/kota daerah kabupaten/kota
217 08 2.01 0006 |Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Rp  3.806.038.268
19.4 - - - NOVITA NURUL ARIFAH, S.Pd MASHUROH, S.Pd. - - - - - -
NIP. 19961111 202203 2 024 NIP. 19980411 202203 2 014
Pengawas Koperasi Ahli Pertama |Pengawas Koperasi Ahli Pertama
21 (DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG
Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta
215 B B B B B 2:19.03.2.02.0005 Keiuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Rp  1.500.000.000 2:19.08.2.02.0005 Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Rp  1.500.000.000
2.19.03.2.03.0008 Pemusatan L?tlhan Daerah yang ter}ntegram dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan Rp  2.240.000.000 9.19.03.2.03.0008 Pemusatan Lfitlhan Daerah yang ter.mtegram dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan Rp  2.240.000.000
dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
2.19.03.2.05.0006 Pemberdavaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Rp  1.500.000.000 2.19.03.2.05.0006 |Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Rp 1.500.000.000
2.19.03.2.03.0009 |Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Rp 625.000.000
216 B R B R B 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Rp  1.101.000.000 9.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Rp  1.101.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Rp 23.000.000.000 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Rp 23.000.000.000
2.19.03.2.03.0009 |Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Rp  625.000.000 | 2.19.03.2.02.0006 E;‘E:E:Z:i?:h::;ig"ta kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan| o 5 460 000,000
2.19.03.2.02.0006 Ke}kutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan Rp  2.490.000.000
keijuaraan olahraga
36 |KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KELURAHAN BULUSTALAN
36.1 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masvarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 66.800.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 669.800.000 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 653.000.000
KELURAHAN BARUSARI
36.2 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 79.400.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 900.800.000 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 871.400.000
KELURAHAN RANDUSARI
36.3 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 79.400.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.041.200.000 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.011.800.000
KELURAHAN MUGASARI
36.4 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 79.400.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp  1.134.800.000 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.105.400.000
KELURAHAN PLEBURAN
36.5 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 62.600.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 977.600.000 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 965.000.000
KELURAHAN WONODRI
36.6 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 96.200.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp  1.604.000.000 7.01.03.2.03.01 Penvyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.557.800.000
KELURAHAN PETERONGAN
36.7 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 83.600.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp  1.045.400.000 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.011.800.000
KELURAHAN LAMPER LOR
36.8 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 71.000.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 830.000.000 7.01.03.2.03.01 Penvyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 809.000.000
KELURAHAN LAMPER KIDUL
36.9 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 88.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 75.200.000
7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 849.800.000 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 824.600.000
KELURAHAN LAMPER TENGAH
36.10 - - - - - 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 98.000.000 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Rp 98.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 950.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 50.000.000 7.01.03.2.02.03 Pemberdavaan Masyarakat di Kelurahan Rp 83.600.000
7.01.03.2.03.01 Penvelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp  1.092.200.000 7.01.03.2.038.01 Penvyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.058.600.000
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